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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara kepemimpinan presiden di 

Burkina Faso dan kualitas demokrasi nasional dengan menyoroti dinamika karisma dan 

otoritarianisme dalam kepemimpinan politik. Burkina Faso berada dalam kondisi 

demokrasi hibrida yang tidak stabil, ditandai oleh pemberontakan rakyat pada tahun 

2014 dan kudeta militer pada tahun 2022, yang mencerminkan lemahnya institusi 

demokrasi dan dominasi kekuasaan eksekutif. Metode penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dengan analisis teoretis yang mengintegrasikan teori 

kepemimpinan otoriter, partisipatif, dan laissez-faire untuk menilai karakteristik 

kepemimpinan presiden serta implikasinya terhadap praktik demokrasi. Data dianalisis 

secara deskriptif-analitis dengan menelaah dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang 

memengaruhi stabilitas demokrasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemimpinan yang cenderung otoriter berkontribusi signifikan terhadap penurunan 

kualitas demokrasi di Burkina Faso. Unsur karismatik dalam kepemimpinan sering 

dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi rezim, sementara praktik otoritarian, 

termasuk penggunaan kelompok pertahanan diri informal seperti Volunteers for the 

Defense of the Fatherland (VDP), melemahkan mekanisme demokratis. Pembatasan 

kebebasan pers serta tekanan terhadap media turut memperburuk kualitas demokrasi. 

Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi di Burkina 

Faso memerlukan transisi menuju kepemimpinan yang lebih demokratis, penguatan 

institusi politik, serta perlindungan kebebasan pers sebagai fondasi utama 

demokratisasi. 

 

Kata Kunci: Burkina Faso, Demokrasi, Karisma, Kepemimpinan, Otoritarianisme. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to analysis the relationship between presidential leadership 

in Burkina Faso and the quality of national democracy by focusing on the dynamics of 

charisma and authoritarianism in political leadership. Burkina Faso is situated within 

an unstable hybrid democratic system, marked by the popular uprising in 2014 and the 

military coup in 2022, reflecting fragile democratic institutions and executive 

dominance. The research method employed is a qualitative approach using theoretical 

analysis that integrates authoritarian, participatory, and laissez-faire leadership theories 

to assess presidential leadership characteristics and their implications for democratic 
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practices. Data are analysis descriptively and analytically by examining political, 

social, and economic dynamics influencing national democratic stability. The results 

show that authoritarian-oriented leadership has significantly contributed to the 

deterioration of democratic quality in Burkina Faso. Charismatic elements of 

leadership are frequently utilized to strengthen regime legitimacy, while authoritarian 

practices, including the use of informal self-defense groups such as the Volunteers for 

the Defense of the Patherland (VDP), undermine democratic mechanisms. Restrictions 

on press freedom and pressure on the media further exacerbate democratic decline. The 

conclusion of this study emphasizes that improving democratic quality in Burkina Faso 

requires a transition toward more democratic and service-oriented leadership, the 

strengthening of democratic institutions, and the protection of press freedom as 

essential pillars of democratization. 

 

Keywords: Authoritarianism, Burkina Faso, Charisma, Democracy, Leadership. 

 

PENDAHULUAN 

Burkina Faso merupakan salah 

satu negara di kawasan Afrika Barat 

yang mengalami dinamika politik yang 

sangat kompleks dalam beberapa 

dekade terakhir. Negara ini telah 

mengalami transisi dari kolonisasi dan 

rezim otoriter militer menuju 

demokrasi hibrida, namun tetap 

mempertahankan beberapa 

karakteristik otokrasi dan rentan 

terhadap ketidakstabilan politik, 

korupsi, pelanggaran hak asasi 

manusia, serta kekerasan massal (Dim, 

2024). Kondisi ini menempatkan 

Burkina Faso sebagai negara yang 

berada di antara demokrasi penuh dan 

rezim otoriter, yang sering kali 

merepresentasikan pergeseran dari satu 

sistem ke sistem lainnya. 

Fenomena kepemimpinan di 

Burkina Faso tidak dapat dilepaskan 

dari konteks historis dan politik yang 

melingkupinya. Pada tanggal 30-31 

Oktober 2014, sebuah pemberontakan 

rakyat berhasil menggulingkan 

Presiden Blaise Compaoré dari 

kekuasaan, yang pada saat itu disebut 

sebagai "revolusi" dan merupakan 

terobosan demokratis besar di negara 

yang sebelumnya dicirikan oleh rezim 

semi-otoriter (Hagberg, 2023). 

Peristiwa ini menandai titik balik 

penting dalam sejarah politik Burkina 

Faso dan membuka diskursus tentang 

hubungan antara kepemimpinan 

karismatik dan praktik otoritarianisme. 

Kawasan Afrika Barat secara 

keseluruhan menghadapi tantangan 

demokratis yang serius. Kudeta militer 

di Mali (2020), Guinea (2021), Burkina 

Faso (2022), dan Niger (2023), 

perpanjangan batas masa jabatan 

presiden di Togo (2024), Guinea 

(2020), dan Pantai Gading (2020), 

manipulasi pemilu di Nigeria (2023), 

serta ancaman kekerasan dan intimidasi 

dalam fase prapemilu di Senegal, 

semuanya mengindikasikan tantangan 

demokratis yang terjadi di kawasan ini 

(Arthur, 2025). Perkembangan ini 

menunjukkan adanya gelombang 

kemunduran demokrasi yang 

mengkhawatirkan di seluruh kawasan. 

Dalam konteks kepemimpinan, 

Afrika secara umum masih menghadapi 

tantangan serius dalam memperkuat 

administrasi publik, tata kelola yang 

baik, implementasi kebijakan publik, 

dan memastikan pelayanan publik yang 
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berkelanjutan (Pillay, 2024). Kondisi 

ini menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan memiliki implikasi 

langsung terhadap kualitas demokrasi 

dan tata kelola pemerintahan. Gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh 

seorang pemimpin akan berdampak 

pada perilaku bawahan dan 

meningkatkan output mereka, dengan 

berbagai tipe kepemimpinan termasuk 

otoriter, demokratis, dan laissez-faire 

yang dapat diterapkan (Hafidzi et al., 

2023; Fariaty et al., 2023). 

Sejumlah penelitian terdahulu 

telah membahas hubungan antara 

kepemimpinan politik dan kualitas 

demokrasi, khususnya dalam konteks 

negara-negara berkembang dan 

kawasan Afrika. Dim dan Schafer 

(2024) menyoroti bagaimana rezim 

hibrida di Afrika Barat rentan 

mengalami kemunduran demokrasi 

akibat lemahnya institusi politik dan 

tingginya tingkat kekerasan politik. 

Studi ini menekankan faktor struktural 

dan institusional, namun belum 

mengkaji secara spesifik peran gaya 

kepemimpinan presiden sebagai aktor 

utama dalam dinamika demokrasi 

nasional. 

Penelitian lain oleh Hagberg 

(2023) mengkaji pemberontakan rakyat 

Burkina Faso tahun 2014 sebagai 

momen penting dalam proses 

demokratisasi, dengan fokus pada 

mobilisasi massa dan perubahan rezim. 

Meskipun memberikan pemahaman 

historis yang penting, penelitian 

tersebut belum secara mendalam 

mengaitkan karakter kepemimpinan 

pascarevolusi dengan perubahan 

kualitas demokrasi dalam jangka 

menengah. Sementara itu, Arthur 

(2025) menyoroti gelombang kudeta 

dan kemunduran demokrasi di Afrika 

Barat sebagai fenomena regional, tetapi 

masih bersifat makro dan belum 

menempatkan kepemimpinan presiden 

sebagai variabel analitis utama. 

 

Berdasarkan tinjauan tersebut, 

terdapat keterbatasan kajian yang 

secara simultan menganalisis 

kombinasi antara karisma personal dan 

praktik otoritarian dalam 

kepemimpinan yakni presiden, serta 

dampaknya terhadap kualitas 

demokrasi nasional, khususnya dalam 

konteks Burkina Faso pasca 

pemberontakan 2014 dan kudeta militer 

2022. Penelitian sebelumnya cenderung 

memisahkan kajian kepemimpinan dari 

analisis kualitas demokrasi, atau hanya 

menekankan aspek institusional tanpa 

menelaah gaya kepemimpinan sebagai 

faktor kunci. 

Oleh karena itu, penelitian ini 

terletak pada pendekatan integratif 

yang mengkaji kepemimpinan presiden 

Burkina Faso dalam spektrum karisma 

dan otoritarianisme serta pengaruhnya 

terhadap kualitas demokrasi nasional. 

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi 

pada pengembangan kajian 

kepemimpinan politik, tetapi juga 

menawarkan perspektif baru dalam 

memahami dinamika demokratisasi di 

negara dengan rezim hibrida dan 

transisi politik yang tidak stabil, 

khususnya di kawasan Afrika Barat. 

Penelitian ini sangat penting 

mengingat Burkina Faso berada dalam 

kondisi transisi politik yang penuh 

tantangan. Meskipun telah mengalami 

beberapa pergeseran menuju 

demokrasi, negara ini tetap bergulat 

dengan ketidakstabilan politik dan 

ancaman otoritarianisme. Memahami 

bagaimana gaya kepemimpinan 

presiden mempengaruhi kualitas 
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demokrasi sangat krusial untuk 

merancang kebijakan yang mendukung 

konsolidasi demokrasi yang lebih kuat. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan yang bermanfaat 

untuk memperkuat tata kelola 

pemerintahan dan memperbaiki 

dinamika politik di Burkina Faso, serta 

memberikan pelajaran yang relevan 

untuk negara-negara lain di kawasan 

Afrika Barat yang menghadapi 

tantangan serupa. 

Studi ini berusaha menganalisis 

secara komprehensif hubungan antara 

gaya kepemimpinan presiden Burkina 

Faso dengan kualitas demokrasi 

nasional, dengan mempertimbangkan 

konteks historis, sosial, dan politik 

yang melingkupinya. Analisis ini 

diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis dan praktis dalam 

memahami dinamika kepemimpinan 

dan demokratisasi di negara-negara 

berkembang, khususnya di kawasan 

Afrika Barat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain 

studi kasus untuk menganalisis 

hubungan antara gaya kepemimpinan 

presiden-presiden Burkina Faso dan 

kualitas demokrasi nasional. Penelitian 

ini bertujuan untuk memahami 

dinamika kepemimpinan yang bergerak 

di antara karisma dan otoritarianisme, 

serta dampaknya terhadap proses 

demokratisasi di Burkina Faso. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena 

memungkinkan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai fenomena politik 

yang kompleks, termasuk persepsi 

masyarakat terhadap kepemimpinan 

dan dampaknya pada kualitas 

kehidupan politik mereka. Desain 

penelitian studi kasus dipilih untuk 

menggali situasi spesifik dan 

memahami bagaimana perubahan 

kepemimpinan di Burkina Faso 

mempengaruhi jalannya demokrasi di 

negara tersebut. 

Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah kepemimpinan presiden-

presiden Burkina Faso, yang akan 

dianalisis berdasarkan karakteristik 

gaya kepemimpinan mereka dalam 

spektrum karisma dan otoritarianisme. 

Fokus utama penelitian ini adalah pada 

dua aspek: pertama, gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh 

presiden-presiden tersebut, apakah 

cenderung otoriter, karismatik, atau 

kombinasi keduanya. Aspek kedua 

adalah kualitas demokrasi yang diukur 

berdasarkan indikator seperti 

kebebasan pers, partisipasi politik, 

kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan 

keberlanjutan proses demokratisasi di 

negara tersebut. 

Untuk pengumpulan data, 

penelitian ini mengandalkan dua 

sumber utama. Data primer akan 

dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam dengan berbagai pihak yang 

memiliki pengetahuan tentang 

dinamika politik Burkina Faso, seperti 

politisi, akademisi, aktivis, dan jurnalis. 

Wawancara ini akan dirancang untuk 

menggali pandangan mereka mengenai 

hubungan antara gaya kepemimpinan 

dan kualitas demokrasi di Burkina 

Faso. Data sekunder akan diperoleh 

melalui analisis dokumen, termasuk 

laporan tahunan organisasi 

internasional, artikel jurnal, dan buku 

yang membahas sejarah politik Burkina 

Faso serta laporan media mengenai 

perkembangan politik di negara 

tersebut. Selain itu, observasi langsung 

terhadap situasi politik terkini di 
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Burkina Faso juga akan dilakukan, 

terutama yang berkaitan dengan protes 

sosial, dinamika politik, dan pengaruh 

media terhadap kebebasan politik. 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis tematik. Data 

yang dikumpulkan dari wawancara, 

dokumen, dan observasi akan 

dikodekan untuk mengidentifikasi 

tema-tema utama terkait gaya 

kepemimpinan dan kualitas demokrasi. 

Tema-tema ini kemudian akan 

dikelompokkan ke dalam kategori besar 

seperti legitimasi rezim, kebebasan 

pers, protes sosial, dan kualitas 

pemerintahan. Analisis kontekstual 

akan dilakukan untuk memperkaya 

temuan, dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor sosial dan politik yang 

mempengaruhi dinamika politik di 

Burkina Faso. Untuk memastikan 

keakuratan temuan, peneliti akan 

menggunakan triangulasi data, yaitu 

membandingkan hasil wawancara 

dengan data sekunder yang ada dan 

observasi langsung, sehingga 

memperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif dan akurat. 

Keabsahan penelitian ini akan 

dijaga dengan cara menggunakan 

triangulasi data dan membuka ruang 

bagi perspektif alternatif, serta dengan 

melakukan analisis yang transparan 

terhadap temuan-temuan yang mungkin 

bertentangan dengan hipotesis awal. 

Keandalan penelitian dijaga dengan 

mendokumentasikan semua langkah 

pengumpulan dan analisis data secara 

teliti dan menyimpan data dengan 

aman. Semua data pribadi dari 

partisipan wawancara akan dijaga 

kerahasiaannya, dan identitas partisipan 

akan disamarkan dalam laporan 

penelitian untuk melindungi privasi 

mereka. 

Secara keseluruhan, metode 

penelitian ini dirancang untuk 

memberikan pemahaman yang 

mendalam mengenai bagaimana gaya 

kepemimpinan di Burkina Faso 

mempengaruhi kualitas demokrasi, 

serta faktor-faktor yang memediasi 

hubungan antara kepemimpinan dan 

kualitas demokrasi di negara tersebut. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis dalam 

pemahaman dinamika kepemimpinan 

dan demokratisasi di negara-negara 

yang sedang berkembang, khususnya di 

kawasan Afrika Barat.  

 

HASIL PENELITIAN 

Konteks Historis Kepemimpinan 

Burkina Faso memiliki sejarah 

politik yang diwarnai oleh pergantian 

kekuasaan yang tidak selalu melalui 

jalur demokratis. Negara ini telah 

mengalami transisi dari kolonisasi dan 

rezim otoriter militer menuju 

demokrasi hibrida, namun tetap 

mempertahankan beberapa 

karakteristik otokrasi. Kondisi ini 

menciptakan lingkungan politik yang 

kompleks di mana kepemimpinan 

karismatik sering kali berjalan 

beriringan dengan praktik-praktik 

otoriter. 

Peristiwa pemberontakan rakyat 

pada Oktober 2014 yang 

menggulingkan Presiden Blaise 

Compaoré merupakan momen penting 

dalam sejarah politik Burkina Faso. 

Pemberontakan ini dianggap sebagai 

terobosan demokratis besar di negara 

yang sebelumnya dicirikan oleh rezim 

semi-otoriter. Namun, terobosan 

demokratis ini tidak bertahan lama, 

karena negara ini kembali mengalami 

kudeta militer pada tahun 2022. Pola ini 

menunjukkan bahwa konsolidasi 



2026. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) 9(1): 22-37 

27 

demokrasi di Burkina Faso menghadapi 

tantangan struktural yang serius. 

 

Dalam konteks Afrika secara 

lebih luas, kepemimpinan yang efektif 

dan beretika menjadi kunci untuk 

mewujudkan tata kelola yang baik dan 

pelayanan publik yang berkelanjutan. 

Namun, Afrika masih menghadapi 

tantangan dalam memperkuat 

administrasi publik dan implementasi 

kebijakan publik yang efektif. Kondisi 

ini juga berlaku di Burkina Faso, di 

mana kepemimpinan yang silih 

berganti antara sipil dan militer telah 

menciptakan ketidakstabilan politik 

yang berkelanjutan. 

 

Kudeta dan Pergolakan Politik 

Antara Oktober 2014 dan Januari 

2022, Burkina Faso mengalami 

serangkaian kudeta dan pemberontakan 

rakyat yang berdampak signifikan 

terhadap batas-batas profesional 

jurnalisme dan kebebasan pers. 

Peristiwa-peristiwa ini dianggap krusial 

dalam memahami interaksi yang 

kompleks dan berkelanjutan antara 

aktor politik dan media. Kondisi 

ekstrem ini memaksa jurnalis, editor, 

dan pengajar jurnalisme untuk 

menyesuaikan peran mereka, yang 

mencerminkan sifat yang terus 

berkembang dari proses pembentukan 

batas jurnalisme di seluruh Afrika. 

Dua gelombang protes massal 

yang terjadi di Afrika Barat pada dua 

dekade pertama abad ke-21 sangat 

signifikan. Berdasarkan pengalaman 

Burkina Faso dan Nigeria, protes-

protes massal ini dapat ditempatkan 

dalam teori temporal gerakan sosial, di 

mana fokus protes bergeser dari protes 

terhadap reformasi ekonomi neoliberal 

tertentu menjadi ketidakpuasan 

terhadap institusi pemerintahan. 

Namun, pendorong utama dari protes 

massal ini tetap sama, yaitu kondisi 

kelas bawah yang semakin memburuk. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

ketidakpuasan terhadap kepemimpinan 

tidak hanya bersifat politis, tetapi juga 

memiliki akar ekonomi dan sosial yang 

dalam. 

Kudeta militer yang terjadi di 

Burkina Faso pada tahun 2022 

merupakan bagian dari tren yang lebih 

luas di kawasan Afrika Barat, yang juga 

mencakup kudeta di Mali (2020), 

Guinea (2021), dan Niger (2023) 

(Arthur, 2025). Fenomena ini 

menunjukkan bahwa demokrasi di 

kawasan ini menghadapi ancaman 

serius dari intervensi militer, yang 

sering kali dilegitimasi dengan alasan 

kegagalan pemerintahan sipil dalam 

mengatasi tantangan keamanan dan 

ekonomi. 

 

Legitimasi Rezim dan Strategi 

Kepemimpinan Otoriter 

Salah satu strategi yang 

digunakan oleh pemimpin otoriter di 

Burkina Faso untuk membangun 

legitimasi adalah melalui formalisasi 

penyedia keamanan informal. 

Formalisasi kelompok pertahanan diri 

merupakan mekanisme yang digunakan 

oleh pemimpin untuk membangun 

legitimasi dan memperkuat 

cengkeraman rezim terhadap 

kekuasaan dalam ketiadaan legitimasi 

demokratis. Pemimpin otoriter 

mengejar legitimasi untuk 

meningkatkan stabilitas rezim, dan 

formalisasi adalah alat dalam perangkat 

otoriter yang dimaksudkan tidak hanya 

untuk mengatasi tantangan keamanan 

yang menjengkelkan, tetapi juga untuk 
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melegitimasi rezim di mata warga 

negara. 

 

Kasus Volontaires pour la 

Défense de la Patrie (VDP) di Burkina 

Faso menunjukkan logika politik dari 

pemberdayaan SDGs. Strategi ini 

memungkinkan rezim untuk mengatasi 

tantangan keamanan sambil secara 

bersamaan membangun basis legitimasi 

yang tidak bergantung pada proses 

demokratis. Hal ini menunjukkan 

bagaimana kepemimpinan otoriter 

dapat menggunakan berbagai 

instrumen untuk mempertahankan 

kekuasaan, termasuk dengan 

memanfaatkan ancaman keamanan 

sebagai justifikasi untuk konsolidasi 

kekuasaan. 

Strategi formalisasi kelompok 

pertahanan diri ini juga mencerminkan 

karakteristik kepemimpinan otoriter 

yang berpusat pada pemimpin dan 

cenderung mengabaikan partisipasi dari 

pihak lain dalam pengambilan 

keputusan. Dalam konteks Burkina 

Faso, keputusan untuk membentuk dan 

memformalisasi VDP dilakukan tanpa 

konsultasi yang memadai dengan 

masyarakat sipil atau lembaga 

demokratis, yang menunjukkan 

kecenderungan otoriter dalam 

pengambilan keputusan. 

Kepemimpinan otoriter 

menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan ini memiliki dampak 

yang kompleks terhadap berbagai aspek 

organisasi dan masyarakat. Meskipun 

penelitian tentang kondisi batas dari 

interaksi berbagai gaya kepemimpinan 

masih belum memadai, para ahli telah 

menyerukan untuk meneliti dampak 

interaktif dari kepemimpinan yang 

berbeda dalam konteks yang berbeda. 

Dalam konteks politik, kepemimpinan 

otoriter sering kali dikaitkan dengan 

pembatasan kebebasan sipil dan politik. 

Kepemimpinan otoriter berpusat 

pada pemimpin dan cenderung 

mengabaikan partisipasi dari pihak lain 

dalam pengambilan keputusan. Dalam 

konteks negara, hal ini dapat 

bermanifestasi dalam bentuk 

pembatasan partisipasi politik, kontrol 

terhadap media, dan penekanan 

terhadap oposisi. 

Gaya kepemimpinan presiden 

memiliki implikasi langsung terhadap 

kapasitas institusional untuk integrasi 

kebijakan. Penelitian tentang gaya 

kepemimpinan presiden di Komisi 

Eropa menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan bottom-up dan top-

down memiliki karakteristik yang 

berbeda dalam meningkatkan kapasitas 

institusional. Meskipun tidak ada satu 

gaya kepemimpinan yang secara 

inheren lebih baik dari yang lain, 

perbedaan penting terlihat dalam 

komitmen politik terhadap tujuan, 

pengakuan terhadap tumpang tindih 

fungsional, struktur kesempatan untuk 

pengembangan kebijakan inovatif, dan 

mekanisme koordinasi dan konsultasi 

yang bermakna. Temuan ini relevan 

untuk memahami bagaimana gaya 

kepemimpinan presiden di Burkina 

Faso mempengaruhi kapasitas 

institusional dan kualitas demokrasi. 

 

Kemunduran Demokrasi di Afrika 

Barat 

Burkina Faso merupakan bagian 

dari tren yang lebih luas tentang 

kemunduran demokrasi di Afrika Barat. 

Kudeta militer, perpanjangan batas 

masa jabatan presiden, manipulasi 

pemilu, dan ancaman kekerasan dalam 

fase pra-pemilu semuanya 

mengindikasikan tantangan demokratis 
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yang serius di kawasan ini. 

Perkembangan-perkembangan ini 

menunjukkan bahwa demokrasi di 

Afrika Barat menghadapi ancaman 

yang signifikan dari berbagai arah. 

Negara-negara yang berada di 

antara demokrasi penuh dan rezim 

otoriter, seperti Burkina Faso, sering 

kali merepresentasikan pergeseran dari 

satu sistem ke sistem lainnya. Kondisi 

ini menciptakan ketidakpastian politik 

dan membuat kualitas demokrasi 

menjadi sangat rentan terhadap 

perubahan kepemimpinan dan 

dinamika politik internal. Dalam 

konteks ini, kepemimpinan presiden 

memainkan peran krusial dalam 

menentukan arah pergerakan negara, 

apakah menuju konsolidasi demokrasi 

atau kemunduran ke arah 

otoritarianisme. 

Kualitas demokrasi di tingkat 

nasional tidak dapat dilepaskan dari 

kualitas demokrasi di tingkat lokal. 

Untuk menciptakan demokrasi nasional 

yang kuat, demokrasi di tingkat akar 

rumput juga harus kuat. Kontestasi 

politik di tingkat lokal dapat menjadi 

indikator untuk menilai kualitas 

demokrasi di suatu wilayah. Di Burkina 

Faso, lemahnya institusi demokratis di 

tingkat lokal berkontribusi pada 

kerentanan demokrasi nasional 

terhadap intervensi militer dan praktik 

otoriter. 

Demokrasi sering kali dianggap 

sebagai bentuk pemerintahan terbaik 

yang mungkin ada. Dalam politik 

Afrika, pandangan ini sebagian besar 

telah diadopsi dan dikejar sebagai 

kebenaran. Namun, kegagalan 

demokrasi di benua ini tidak dapat 

dilepaskan dari faktor kepemimpinan. 

Kegagalan demokrasi di Afrika, 

termasuk di Burkina Faso, tidak dapat 

dipisahkan dari kepemimpinan yang 

buruk dan korupsi. Kepemimpinan 

yang baik merupakan salah satu faktor 

kunci dalam strategi anti-korupsi yang 

efektif, bersama dengan kebebasan 

berekspresi, ketakutan akan hukuman, 

dan pelatihan. 

Dalam konteks Afrika, 

kepemimpinan pelayan telah 

diidentifikasi sebagai pendekatan kunci 

untuk menegakkan dan melaksanakan 

administrasi publik yang efektif, tata 

kelola yang baik, kebijakan yang dapat 

dicapai, dan pelayanan publik yang 

berkelanjutan. Kepemimpinan yang 

beretika, berorientasi pada pelayanan, 

pembangunan berkelanjutan, 

akuntabilitas, transparansi, dan 

memprioritaskan kebutuhan dan 

kesejahteraan orang lain merupakan 

komponen kunci dari kerangka 

kepemimpinan pelayan yang dapat 

menghasilkan tata kelola yang baik dan 

pelayanan publik yang berkelanjutan di 

Afrika. Namun, di Burkina Faso, 

karakteristik-karakteristik 

kepemimpinan pelayan ini sering kali 

absen dalam praktik kepemimpinan 

presiden. 

 

Interaksi antara Kepemimpinan dan 

Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan 

elemen penting dalam demokrasi yang 

sehat. Penelitian tentang usia, 

partisipasi politik, dan konteks politik 

di Afrika menunjukkan bahwa negara-

negara yang sebagian bebas seperti 

Burkina Faso memiliki dinamika 

partisipasi politik yang berbeda 

dibandingkan dengan demokrasi penuh 

atau rezim otoriter. Konteks politik ini 

mempengaruhi bagaimana warga 

negara terlibat dalam proses politik. 
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Protes sebagai bentuk partisipasi 

politik telah menjadi fenomena penting 

di Burkina Faso. Gerakan sosial dan 

protes massal telah memainkan peran 

penting dalam perubahan politik, 

termasuk dalam menggulingkan rezim 

yang dianggap tidak demokratis. 

Namun, protes juga dapat menjadi 

indikator ketidakpuasan terhadap 

kualitas demokrasi dan kepemimpinan. 

Pendorong utama dari protes massal di 

Burkina Faso adalah kondisi kelas 

bawah yang semakin memburuk yang 

menunjukkan bahwa kepemimpinan 

yang gagal mengatasi masalah ekonomi 

dan sosial akan menghadapi tantangan 

legitimasi yang serius. 

Partisipasi masyarakat dalam 

proses politik memiliki peran penting 

dan strategis untuk meningkatkan 

kualitas demokrasi. Proses politik 

dikatakan demokratis jika keterlibatan 

masyarakat memiliki peran 

pengawasan untuk berpartisipasi dalam 

mengawasi pemilu, baik selama 

kampanye, masa tenang, hari pemilihan 

hingga pemilihan wakil rakyat. Di 

Burkina Faso, pembatasan partisipasi 

politik oleh rezim otoriter telah 

menghambat perkembangan demokrasi 

yang sehat. 

Media memainkan peran penting 

dalam demokrasi sebagai pengawas 

kekuasaan dan penyedia informasi 

kepada publik. Di Burkina Faso, kudeta 

dan pemberontakan rakyat telah 

berdampak signifikan terhadap batas-

batas profesional jurnalisme. Jurnalis, 

editor, dan pengajar jurnalisme harus 

menyesuaikan peran mereka dalam 

kondisi ekstrem ini, yang 

mencerminkan tekanan yang dihadapi 

media dalam rezim yang tidak 

sepenuhnya demokratis. 

Interaksi yang kompleks dan 

berkelanjutan antara aktor politik dan 

media di Burkina Faso berkontribusi 

pada pemahaman yang lebih baik 

tentang realitas yang lebih luas dari 

proses pembentukan batas jurnalisme di 

seluruh Afrika. Kebebasan pers yang 

terbatas dapat menjadi indikator 

kualitas demokrasi yang rendah dan 

sering kali dikaitkan dengan 

kepemimpinan otoriter. Dalam konteks 

Burkina Faso, pembatasan kebebasan 

pers oleh rezim yang berkuasa telah 

menghambat fungsi media sebagai 

pengawas kekuasaan dan penyedia 

informasi yang independen kepada 

publik. 

 

Kepemimpinan Demokratis sebagai 

Alternatif 

Kepemimpinan demokratis 

memiliki karakteristik yang berbeda 

dari kepemimpinan otoriter. 

Kepemimpinan demokratis 

memungkinkan perkembangan yang 

baik, saling menghormati, dan 

menciptakan suasana yang maksimal. 

Dalam konteks pendidikan, 

kepemimpinan demokratis dianggap 

lebih baik karena memprioritaskan 

pengalaman belajar dalam 

memecahkan masalah. Karakteristik-

karakteristik ini juga relevan dalam 

konteks kepemimpinan politik, di mana 

kepemimpinan demokratis dapat 

menciptakan lingkungan yang kondusif 

untuk partisipasi politik dan 

pengembangan institusi demokratis. 

Penelitian menunjukkan bahwa 

kepemimpinan demokratis dan 

penghargaan kontingen memiliki 

hubungan positif yang signifikan 

dengan kinerja organisasi. Lebih lanjut, 

penghargaan kontingen secara 

signifikan meningkatkan dan 
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memoderasi hubungan antara 

kepemimpinan demokratis dan kinerja 

organisasi. Temuan ini, meskipun 

dalam konteks organisasi, dapat 

memberikan wawasan tentang 

bagaimana kepemimpinan demokratis 

dapat meningkatkan kinerja 

pemerintahan dan kualitas demokrasi. 

Gaya kepemimpinan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja dan 

motivasi. Implementasi gaya 

kepemimpinan yang tepat dapat 

meningkatkan motivasi dan kinerja, 

yang dalam konteks pemerintahan 

dapat diterjemahkan sebagai 

peningkatan kualitas pelayanan publik 

dan tata kelola yang baik. Di Burkina 

Faso, transisi menuju kepemimpinan 

yang lebih demokratis dapat 

berkontribusi pada peningkatan kinerja 

pemerintahan dan kualitas demokrasi. 

Bagi Burkina Faso, transisi 

menuju kepemimpinan yang lebih 

demokratis memerlukan perubahan 

struktural dan kultural yang signifikan. 

Negara ini perlu mengatasi warisan 

rezim semi-otoriter dan membangun 

institusi demokratis yang kuat. Hal ini 

termasuk memperkuat kebebasan pers, 

memastikan pemilu yang bebas dan 

adil, serta membangun mekanisme 

akuntabilitas yang efektif. 

Peran organisasi masyarakat sipil 

internasional juga penting dalam proses 

demokratisasi. Organisasi seperti 

Amnesty International, Transparency 

International, dan Global Organization 

of Parliamentarians against 

Corruption dapat memainkan peran 

penting dalam memitigasi korupsi dan 

mempromosikan tata kelola yang baik. 

Keterlibatan organisasi-organisasi ini 

dapat membantu memperkuat kualitas 

demokrasi di Burkina Faso. 

Kepemimpinan pelayan yang 

menekankan pada etika, orientasi 

pelayanan, pembangunan 

berkelanjutan, akuntabilitas, dan 

transparansi dapat menjadi model 

alternatif untuk kepemimpinan di 

Burkina Faso. Model kepemimpinan ini 

memprioritaskan kebutuhan dan 

kesejahteraan masyarakat, yang dapat 

berkontribusi pada peningkatan 

kualitas demokrasi dan tata kelola 

pemerintahan. 

 

PEMBAHASAN 

Kepemimpinan di Burkina Faso 

dapat ditempatkan dalam spektrum 

yang bergerak antara karisma dan 

otoritarianisme. Pemimpin-pemimpin 

negara ini sering kali menggabungkan 

elemen-elemen karismatik dengan 

praktik-praktik otoriter untuk 

mempertahankan kekuasaan. 

Formalisasi kelompok pertahanan diri 

merupakan contoh bagaimana 

pemimpin otoriter menggunakan 

berbagai instrumen untuk membangun 

legitimasi tanpa bergantung pada 

proses demokratis (Saidou, 2024). 

Model klasifikasi gaya 

kepemimpinan yang membedakan 

antara kepemimpinan konsultatif, 

kooperatif, otoriter, partisipatif, 

patriarkal, dan demokratis 

menunjukkan berbagai gaya 

kepemimpinan yang dapat berlaku 

dalam organisasi maupun negara 

(Steuer-Dankert, 2022). Di Burkina 

Faso, gaya kepemimpinan yang 

dominan cenderung bergeser antara 

otoriter dan patriarkal, dengan elemen-

elemen karismatik yang digunakan 

untuk membangun dukungan rakyat. 

Gaya kepemimpinan presiden 

memiliki implikasi langsung terhadap 

kapasitas institusional. Perbedaan 
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penting terlihat dalam komitmen politik 

terhadap tujuan, pengakuan terhadap 

tumpang tindah fungsional, struktur 

kesempatan untuk pengembangan 

kebijakan inovatif, dan mekanisme 

koordinasi dan konsultasi yang 

bermakna (Rietig, 2021). Di Burkina 

Faso, kepemimpinan yang cenderung 

otoriter telah menghambat 

pengembangan kapasitas institusional 

yang diperlukan untuk konsolidasi 

demokrasi. 

Kualitas demokrasi di Burkina 

Faso sangat dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan yang dominan. Rezim 

semi-otoriter sebelum 2014 membatasi 

kebebasan sipil dan politik, sementara 

periode pasca-pemberontakan 2014 

menunjukkan potensi untuk 

demokratisasi yang lebih besar 

(Hagberg, 2023). Namun, kudeta 2022 

menunjukkan bahwa kemajuan 

demokratis dapat dengan mudah 

dibalikkan (Arthur, 2025). 

Protes dalam rezim otoriter dapat 

berkontribusi pada demokratisasi 

(Jenkins, 2021). Di Burkina Faso, 

protes massal telah memainkan peran 

penting dalam perubahan politik, 

termasuk dalam menggulingkan rezim 

yang dianggap tidak demokratis (Okoli 

et al., 2024; Hagberg, 2023). Namun, 

protes saja tidak cukup untuk 

memastikan konsolidasi demokrasi; 

diperlukan juga pembangunan institusi 

demokratis yang kuat dan 

kepemimpinan yang berkomitmen pada 

nilai-nilai demokratis. 

Kegagalan demokrasi di Afrika, 

termasuk di Burkina Faso, tidak dapat 

dipisahkan dari kepemimpinan yang 

buruk dan korupsi (Attoe, 2024). Untuk 

mengatasi tantangan ini, diperlukan 

kepemimpinan yang beretika, 

berorientasi pada pelayanan, dan 

berkomitmen pada akuntabilitas dan 

transparansi (Pillay, 2024). 

Transformasi kepemimpinan ini 

merupakan prasyarat untuk konsolidasi 

demokrasi yang berkelanjutan di 

Burkina Faso. 

Burkina Faso mengalami transisi 

dari kolonisasi dan rezim otoriter 

militer menuju demokrasi hibrida, 

namun tetap mempertahankan 

karakteristik otokrasi tertentu (Dim, 

2024). Lingkungan politik ini 

menciptakan kondisi yang kompleks, di 

mana kepemimpinan karismatik sering 

kali bersanding dengan praktik-praktik 

otoriter, sehingga mempengaruhi 

kualitas demokrasi nasional. 

Peristiwa pemberontakan rakyat 

pada Oktober 2014 yang 

menggulingkan Presiden Blaise 

Compaoré menjadi titik balik penting 

dalam sejarah politik Burkina Faso 

(Hagberg, 2023). Revolusi ini 

merupakan terobosan demokratis besar, 

yang menunjukkan kemampuan 

masyarakat untuk menantang rezim 

semi-otoriter. Namun, transisi 

demokrasi yang tampak berhasil ini 

tidak bertahan lama, karena kudeta 

militer kembali terjadi pada tahun 2022 

(Arthur, 2025). Pola pergantian 

kekuasaan yang tidak stabil ini 

menunjukkan bahwa konsolidasi 

demokrasi di Burkina Faso menghadapi 

tantangan struktural yang serius, baik 

dari faktor internal maupun pengaruh 

regional. 

Dalam konteks Afrika Barat, 

kepemimpinan yang efektif dan 

beretika menjadi kunci untuk 

mewujudkan tata kelola yang baik dan 

pelayanan publik yang berkelanjutan 

(Pillay, 2024). Namun, masih banyak 

tantangan yang dihadapi negara-negara 

di kawasan ini, termasuk masalah 
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administrasi publik, implementasi 

kebijakan yang efektif, serta stabilitas 

politik jangka panjang. Kondisi ini juga 

berlaku di Burkina Faso, di mana 

pergantian kepemimpinan yang silih 

berganti antara sipil dan militer telah 

menciptakan ketidakstabilan yang terus 

berlanjut, sehingga kualitas demokrasi 

sulit diperkuat secara substansial. 

Antara Oktober 2014 dan Januari 

2022, Burkina Faso mengalami 

serangkaian kudeta dan pemberontakan 

rakyat yang berdampak signifikan 

terhadap batas-batas profesional 

jurnalisme dan kebebasan pers (Fierens 

et al., 2024). Kondisi ini memaksa 

jurnalis, editor, dan pengajar jurnalisme 

menyesuaikan peran mereka dalam 

menghadapi tekanan rezim. Fenomena 

ini memperlihatkan bagaimana 

dinamika politik yang ekstrem dapat 

membentuk ulang proses pengawasan 

media, yang pada gilirannya 

memengaruhi kualitas demokrasi. 

Gelombang protes massal di 

Afrika Barat pada dekade pertama abad 

ke-21 menyoroti hubungan antara 

kepemimpinan, ketidakpuasan sosial-

ekonomi, dan partisipasi politik. Protes-

protes ini, seperti yang terjadi di 

Burkina Faso dan Nigeria, dapat 

dianalisis melalui teori temporal 

gerakan sosial, di mana fokus aksi 

bergeser dari tuntutan reformasi 

ekonomi spesifik ke ketidakpuasan 

terhadap institusi pemerintahan secara 

keseluruhan (Okoli et al., 2024). 

Pendorong utama dari protes massal ini 

tetap sama: kondisi kelas bawah yang 

semakin memburuk. Hasil penelitian 

ini menegaskan bahwa ketidakpuasan 

terhadap kepemimpinan bersifat 

multidimensional, tidak hanya politis 

tetapi juga ekonomi dan sosial. 

Kudeta militer di Burkina Faso 

pada 2022 merupakan bagian dari tren 

lebih luas di Afrika Barat, termasuk 

kudeta di Mali (2020), Guinea (2021), 

dan Niger (2023) (Arthur, 2025). Tren 

ini menunjukkan bahwa demokrasi di 

kawasan tersebut menghadapi ancaman 

serius dari intervensi militer, yang 

sering dibenarkan dengan argumen 

kegagalan pemerintahan sipil dalam 

menghadapi tantangan keamanan dan 

ekonomi. Hal ini memperkuat teori 

kepemimpinan situasional yang 

menekankan bahwa krisis dan ancaman 

keamanan dapat memicu munculnya 

gaya kepemimpinan yang lebih otoriter 

(Grint, 2021; Kishi, 2023). 

Salah satu strategi yang 

digunakan pemimpin otoriter di 

Burkina Faso untuk membangun 

legitimasi adalah melalui formalisasi 

penyedia keamanan informal (Saidou, 

2024). Kasus Volontaires pour la 

Défense de la Patrie (VDP) 

menunjukkan bahwa pembentukan 

kelompok pertahanan diri formal 

digunakan untuk mengatasi tantangan 

keamanan sekaligus memperkuat basis 

legitimasi yang tidak bergantung pada 

proses demokratis. Strategi ini 

mencerminkan karakteristik 

kepemimpinan otoriter yang berpusat 

pada pemimpin, mengabaikan 

partisipasi masyarakat atau lembaga 

demokratis dalam pengambilan 

keputusan (Hutagalung et al., 2024). 

Kepemimpinan otoriter memiliki 

dampak kompleks terhadap masyarakat 

dan institusi. Di satu sisi, gaya ini 

memungkinkan pengambilan 

keputusan yang cepat dalam situasi 

krisis; di sisi lain, praktik 

otoritarianisme membatasi kebebasan 

sipil, menekan oposisi politik, dan 

melemahkan mekanisme demokrasi 
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formal (Wang et al., 2022; Rietig, 

2021). Dalam konteks Burkina Faso, 

karakteristik ini terlihat jelas selama 

rezim semi-otoriter sebelum 2014 dan 

pasca-kudeta 2022, menunjukkan pola 

konsisten di mana kepemimpinan 

otoriter memengaruhi kualitas 

demokrasi secara negatif. 

Burkina Faso merupakan bagian 

dari tren kemunduran demokrasi di 

Afrika Barat. Kudeta militer, 

perpanjangan masa jabatan presiden, 

manipulasi pemilu, dan ancaman 

kekerasan prapemilu menjadi indikator 

serius bagi tantangan demokratis di 

kawasan ini (Arthur, 2025). Negara-

negara yang berada di antara demokrasi 

penuh dan rezim otoriter, seperti 

Burkina Faso, sering mengalami 

pergeseran sistemik yang menimbulkan 

ketidakpastian politik dan membuat 

demokrasi rentan terhadap perubahan 

kepemimpinan (Dim, 2024). 

Kualitas demokrasi tidak hanya 

dipengaruhi oleh institusi formal, tetapi 

juga oleh kualitas demokrasi lokal. 

Lemahnya institusi demokrasi di 

tingkat akar rumput berkontribusi pada 

kerentanan demokrasi nasional 

terhadap intervensi militer dan praktik 

otoriter (Fariaty et al., 2023). Di sisi 

lain, kegagalan demokrasi Afrika 

secara luas tidak dapat dipisahkan dari 

kepemimpinan yang buruk, korupsi, 

dan rendahnya akuntabilitas (Attoe, 

2024; Graham, 2023). Kepemimpinan 

pelayan (servant leadership) yang 

menekankan etika, orientasi pelayanan, 

akuntabilitas, dan pembangunan 

berkelanjutan, telah diidentifikasi 

sebagai pendekatan efektif untuk 

memperkuat demokrasi dan tata kelola 

(Pillay, 2024). 

Partisipasi politik merupakan 

indikator penting kualitas demokrasi. 

Di Burkina Faso, protes massal dan 

gerakan sosial menunjukkan 

keterlibatan masyarakat sebagai bentuk 

pengawasan terhadap pemerintah yang 

dianggap tidak responsif (Okoli et al., 

2024; Hagberg, 2023). Namun, 

pembatasan oleh rezim otoriter 

menghambat partisipasi politik dan 

mengurangi akuntabilitas, yang 

berdampak pada kualitas demokrasi 

yang rendah (Prayogo, 2022). 

Media juga memainkan peran 

krusial dalam demokrasi sebagai 

pengawas kekuasaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kudeta dan 

pemberontakan rakyat berdampak 

signifikan terhadap kebebasan pers di 

Burkina Faso (Fierens et al., 2024). 

Pembatasan media oleh rezim yang 

berkuasa membatasi informasi 

independen bagi publik dan 

melemahkan fungsi pengawasan media, 

yang merupakan salah satu pilar 

demokrasi. 

Kepemimpinan demokratis yang 

menghargai partisipasi, komunikasi dua 

arah, dan penghargaan kontingen dapat 

meningkatkan kinerja pemerintahan 

dan efektivitas tata kelola (Hilton et al., 

2021; Nurainiah et al., 2023). Di 

konteks politik, pendekatan 

kepemimpinan demokratis mendorong 

penguatan institusi, transparansi, dan 

akuntabilitas, yang semuanya 

berkontribusi pada stabilitas demokrasi 

jangka panjang. 

Transisi ke kepemimpinan 

demokratis di Burkina Faso 

memerlukan reformasi struktural dan 

kultural yang mendalam, termasuk 

penguatan kebebasan pers, pemilu 

bebas dan adil, serta mekanisme 

akuntabilitas yang kuat (Hagberg, 

2023). Keterlibatan organisasi 

masyarakat sipil internasional juga 
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menjadi faktor penting dalam 

memitigasi korupsi dan memperkuat 

tata kelola (Graham, 2023). 

Kepemimpinan pelayan yang 

menekankan pelayanan publik, 

pembangunan berkelanjutan, dan 

akuntabilitas menawarkan model 

alternatif yang dapat meningkatkan 

kualitas demokrasi dan stabilitas politik 

di Burkina Faso (Pillay, 2024). 

 

SIMPULAN 

Pertama, Burkina Faso 

merupakan negara yang berada dalam 

kategori "sebagian bebas" (partially 

free), yang merepresentasikan sistem 

politik antara demokrasi penuh dan 

rezim otoriter (Dim, 2024). Kondisi ini 

menciptakan lingkungan politik yang 

kompleks di mana kepemimpinan 

karismatik sering kali berjalan 

beriringan dengan praktik-praktik 

otoriter. Negara ini telah mengalami 

transisi dari kolonisasi dan rezim 

otoriter militer menuju demokrasi 

hibrida, namun tetap mempertahankan 

beberapa karakteristik otokrasi. 

Kedua, kepemimpinan di Burkina 

Faso telah menggunakan berbagai 

strategi untuk membangun legitimasi, 

termasuk formalisasi penyedia 

keamanan informal seperti VDP, yang 

merupakan mekanisme untuk 

memperkuat cengkeraman rezim 

terhadap kekuasaan dalam ketiadaan 

legitimasi demokratis. Strategi-strategi 

ini menunjukkan bagaimana pemimpin 

otoriter dapat menggunakan berbagai 

instrumen untuk mempertahankan 

kekuasaan, termasuk dengan 

memanfaatkan ancaman keamanan 

sebagai justifikasi untuk konsolidasi 

kekuasaan. 

Ketiga, kualitas demokrasi di 

Burkina Faso sangat rentan terhadap 

perubahan kepemimpinan dan 

dinamika politik internal. 

Pemberontakan rakyat 2014 merupakan 

terobosan demokratis besar (Hagberg, 

2023), namun kudeta 2022 

menunjukkan bahwa kemajuan 

demokratis dapat dengan mudah 

dibalikkan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa konsolidasi demokrasi 

memerlukan lebih dari sekadar 

perubahan kepemimpinan; diperlukan 

juga pembangunan institusi demokratis 

yang kuat. 

Keempat, gerakan sosial dan 

protes massal telah memainkan peran 

penting dalam perubahan politik di 

Burkina Faso, dengan fokus yang 

bergeser dari protes terhadap reformasi 

ekonomi neoliberal menjadi 

ketidakpuasan terhadap institusi 

pemerintahan. Namun, pendorong 

utama dari protes ini tetap sama, yaitu 

kondisi kelas bawah yang semakin 

memburuk. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepemimpinan yang gagal 

mengatasi masalah ekonomi dan sosial 

akan menghadapi tantangan legitimasi 

yang serius. 

Kelima, media dan kebebasan 

pers menghadapi tekanan signifikan 

dalam kondisi politik yang tidak stabil, 

yang berdampak pada batas-batas 

profesional jurnalisme (Fierens et al., 

2024). Kebebasan pers yang terbatas 

merupakan indikator kualitas 

demokrasi yang rendah dan sering 

dikaitkan dengan kepemimpinan 

otoriter. Pembatasan kebebasan pers 

oleh rezim yang berkuasa telah 

menghambat fungsi media sebagai 

pengawas kekuasaan. 

Keenam, kepemimpinan 

demokratis dan kepemimpinan pelayan 

(servant leadership) dapat menjadi 

alternatif untuk kepemimpinan otoriter 



2026. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) 9(1): 22-37 

36 

di Burkina Faso. Kepemimpinan 

demokratis memungkinkan 

perkembangan yang baik dan saling 

menghormati, sementara 

kepemimpinan pelayan menekankan 

pada etika, orientasi pelayanan, dan 

akuntabilitas. Transformasi menuju 

gaya kepemimpinan ini dapat 

berkontribusi pada peningkatan 

kualitas demokrasi. 
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